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Wilayah | Kabupaten Batang

Waduh! Bendahara Desa Kranggan Batang Korupsi Dana Desa Buat

Bayar Pinjol dan Pemandu Karaoke
https://radarsemarang.jawapos.com/batang/726101064/waduh-bendahara-desa-kranggan-batang-korupsi-dana-desa-buat-

bayar-pinjol-dan-pemandu-karaoke
RADARSEMARANG.ID, Batang - Kejaksaan Negeri Batang menetapkan HS mantan bendahara Desa
Kranggan, Kecamatan Tersono sebagai tersangka kasus korupsi Dana Desa.

la diketahui menggunakan anggaran keuangan desa tahun 2024 untuk kepentingan pribadi. Total

uang yang diembat mencapai Rp 354 juta.

Uang-uang tersebut berasal dari berbagai kegiatan. Hampir semua kegiatan pada tahun tersebut
ditilep uangnya.

"Bahwa hari ini, Rabu 04 Juni 2025, telah dilakukan penetapan Tersangka terhadap saudara
berinisial HS selaku Mantan Kaur Keuangan, Bendahara Desa dan Operator Siskeudes Desa
Kranggan Kecamatan Tersono Kabupaten Batang yang melakukan tindak pidana korupsi,” ujar
Kepala Kejaksaan Negeri Batang, Efi Paulin Numberi melalui Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Batang,
Dipo Igbal.

Total ada 23 kegiatan yang uangnya dikorupsi. Mulai dari insentif dan operasional RT/RW,
tunjangan BPD, insentif guru TPQ dan Paud, betonisasi jalan, insentif kader posyandu serta
pemberian makan tambahan balita, Banprov RTLH, dan lain sebagainya.

Uang-uang tersebut ditransfer ke rekening pribadi pelaku mulai Juli hingga September 2024,

Korupsi terbesar dilakukan pada anggaran Banprov RTLH senilai Rp 100 juta. Uang untuk renovasi
rumah warga miskin ini ditransfer ke rekening pribadinya dalam dua tahap.

Pertama tanggal 21 November 2024 senilai Rp 50 juta, dan ke dua tanggal 25 November 2024
dengan nominal yang sama.

Seperti diketahui, secara keseluruhan pendapatan Desa Kranggan tahun anggaran 2024 sebesar
Rp 2,7 miliar Kemudian dilakukan dalam APBDes Perbuahan menjadi Rp 2,8 miliar.

Anggaran desa itu bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa
(ADD), Bantuan Provinsi (Banprov), Bantuan Kabupaten (Bankab) dan Dana Aspirasi.

Modusnya, pelaku selalu tambal sulam anggaran yang telah dikorupsi dengan anggaran kegiatan
baru yang akan dilaksanakan.

Sehingga, pelaku baru ketahuan melakukan penyimpangan pada akhir tahun, setelah kegiatan
tahun 2024 tidak ada lagi.
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Pelaku tidak bisa menutupi lagi uang kegiatan yang telah diambil.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dari pelaku dan saksi-saksi, Kejaksaan mengungkapkan bahwa
uang tersebut digunakan untuk membayar hutang pinjol dan pemandu lagu karaoke atau PL di
Semarang.

Atas perbuatannya tersebut, Tersangka HS akan dijerat Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1), (2), (3)
Undang-Undang Rl Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Rl Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan atas Undang-Undang Rl Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.

Subsidair, Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan
Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Undang-undang No.
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Maka berdasarkan pertimbangan tersebut penyidik melakukan penahanan terhadap Tersangka
HS selama 20 hari kedepan dengan jenis penahanan Rutan yang dititipkan di Lapas Kelas IIB
Batang,” imbuhnya.
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